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Abstract 

This study aims to analyze how much the parking tax contributes to Palembang 

City's Original Revenue in 2017-2021 and to find out the Islamic Economics 

review of the parking tax contribution in increasing Palembang City's Original 

Revenue. The analytical method used in this study is a qualitative method with 

data collection techniques in the form of interviews, documentation, archives and 

journals and articles from several sources. The results of this study show that the 

average contribution of parking tax to the local revenue of Palembang City in 

2017-2021 is 2.57% and is categorized as having a very low contribution because 

the percentage level is less than 10%. The highest contribution rate of parking tax 

occurred in 2018 and the lowest contribution rate of parking tax occurred in 

2020. According to an Islamic economic perspective, the contribution of the 

parking tax in increasing local revenue in the city of Palembang is in accordance 

with Islamic economic values, such as the presence of elements of justice, 

transparency, accountability and openness and the benefits of tax collection can 

be directly felt by the community through infrastructure development and other 

facilities so as to realize the benefit of the people. 
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PENDAHULUAN 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 

tahun 2001 atau setelah berakhirnya masa orde baru, pemerintah pusat 

memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 

otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang 

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi (Wildah dkk, 2016). Selanjutnya, pengertian Pendapatan Asli 

Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang 

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi dareah, hasil 
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

Secara taktis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun dan 

dituangkan dalam rancana strategis. Rencana strategis berguna sebagai dasar 

dalam menentukan arah tujuan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal 

merupakan wewenang Pemerintah Daerah dalam mengatur pendapatan dan 

belanja daerah secara mandiri. Artinya, daerah diberi keleluasaan oleh pemerintah 

pusat dalam memperoleh pendapatan dan mengelola pembangunan daerah 

(Kemenkeu, 2023). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 2017 sampai 

2021: 

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 

Tahun 2017-2021 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2017 1.099.308.967.841,03 1.091.704.605.854,90 99,31 

2018 1.100.505.155.700,04 953.302.082.627,74 86,62 

2019 1.657.808.205.237,47 1.081.114.690.868,43 65,21 

2020 1.428.543.374.447,70 1,032.720.967.939,99 72,29 

2021 1.586.756.431.503,60 836.993.260.908,04 53,51 

Tabel di atas merupakan tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dari tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun terakhir setiap 

tahunnya mengalami pasang surut. Upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber 

dari penerimaan daerah salah satunya yang memberikan kontribusi bagi 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah. Pajak daerah 

merupakan sumber penerimaan terbesar Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Palembang. Pajak daerah memilik 11 jenis pajak dan salah satunya adalah Pajak 

Pakir (Ketut Ali, 2016). Pendapatan Asli Daerah dari sektor penerimaan pajak 

parkir bisa dibilang cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang 

cukup baik dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak parkir 

yang mengalami peningkatan tarif menjadi 30 persen. Meningkatnya tarif pajak 

parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu 

Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya dalam sektor pajak daerah.  

Namun dalam realisasinya penerimaan pajak parkir pada tahun 2017 sampai 

2021 mengalami fluktuasi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan tabel 

di bawah ini: 

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Palembang Tahun 2017-

2021 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2017 28.000.000.000,00 28.018.461.348,00 100,07 

2018 30.500.000.000,00 32.508.627.038,00 106,59 

2019 34.000.000.000,00 34.051.580.953,00 100,15 

2020 24.000.000.000,00 17.247.731.610,00 71,87 

2021 16.000.000.000,00 17.684.098.185,00 110,53 
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Sumber Data: Bapenda Kota Palembang 

Tabel di atas merupakan tabel target dan realisasi Pajak Parkir dari tahun 

2017 sampai dengan tahun 2021. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 

realisasi Pajak Parkir lima tahun terakhir setiap tahunnya mengalami naik turun. 

Dalam perspektif ekonomi islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, 

terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, Negara harus menjamin dan 

memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota 

masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makan, 

tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, Negara 

sebaiknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi 

secara merata dan adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota masyarakat 

yang terdzalimi baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk 

memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut (Huda, 2012). 

Kota Palembang sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang 

beraneka ragam mulai dari pertokoan, industri, pusat perbelanjaan, sampai 

pariwisata sehinggga memerlukan tempat untuk parkir guna mewujudkan 

kemampuan dan kemandirian suatu daerah serta memperkuat struktur penerimaan 

daerah, maka PAD harus ditingkatkan dengan salah satu upaya dalam peningkatan 

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan 

judul “Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 

Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

 

METODOLOGI 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik 

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang berada pada objek penelitian. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) 

baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian terdahulu. Penelitian 

ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jl. 

Merdeka No. 21, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera 

Selatan 30113.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu peneliti terjun 

langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada Pegawai Bapenda 

yang melakukan sampling Pajak Parkir dan Tukang Parkir Palembang. Data 

sekunder  diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencangkup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya (Asikin, 2003). Sedangkan teknik pengmpulan datanya berasal dari 

observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang 
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akurat selanjutnya adalah tahap analisis data yang dimana menggunakan metode 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil oleh data Bapenda Kota Palembang, maka perhitungan 

kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Palembang dari tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut 

1) Tahun 2017 

 
 = 2,56% 

 

2) Tahun 2018 

 

 = 3,41% 

3) Tahun 2019 

 

 = 3,14% 

4) Tahun 2020 

 

 = 1,67% 

5) Tahun 2021 

 

 = 2,11% 

Dari hasil perhitungan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Palembang diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Palembang Tahun 2017-2021 

Tahun 
Realisasi Pajak Parkir 

(Rp) 

Realisasi PAD 

(Rp) 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

2017 28.018.461.348,00 1.091.704.605.854,90 2,56 Sangat 

Kurang 

2018 32.508.627.038,00 953.302.082.627,74 3,41 Sangat 

Kurang 

2019 34.051.580.953,00 1.081.114.690.868,43 3,14 Sangat 

Kurang 

2020 17.247.731.610,00 1,032.720.967.939,99 1,67 Sangat 

Kurang 

2021 17.684.098.185,00 836.993.260.908,04 2,11 Sangat 

Kurang 

Rata-Rata 2,57 Sangat 

Kurang 

Mengukur kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Palembang, skala pengukuran yang digunakan yaitu dari <10% dikatakan 

kontribusi sangat kurang, 10%-20% dikatakan kurang, 20%-30% dikatakan 

sedang, 30%- 40% dikatakan cukup baik, 40%-50% dikatakan baik, dan diatas 

>50% terkontribusi sangat baik. 

Berdasarkan tabel pengukuran kontribusi di atas, kontribusi pajak parkir 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2021 masih terbilang sangat kurang. Hal ini diketahui bahwa rata-

rata kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam lima tahun 

terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah 2,57%. Pada tahun 

2017 tingkat kontribusi Pajak Parkir di Kota Palembang sebesar 2,56%, 

berdasarkan kriteria dari kontribusi persentase dapat dikatakan terkontribusi 

sangat kurang karena tingkat persentasenya <10%. Pada tahun 2018 terjadi 

peningkatan sebesar 3,41%, namun tingkat kontribusi dikategorikan sangat kurang 

karena tingkat persentase <10%. Pada tahun 2019 tingkat kontribusi kembali 

mengalami penurunan dengan persentasenya 3,14%, namun masih tetap 

dikategorikan terkontribusi sangat kurang dengan tingkat persentase kontribusi 

<10%. Tahun 2020 tingkat kontribusi Pajak Parkir menurun sebesar 1,67%, dan 

dikategorikan terkontribusi sangat kurang dengan persentase <10%. Pada tahun 

2021 tingkat kontribusi Pajak Parkir sedikit lebih besar daripada tahun 

sebelumnya dengan tingkat persentase sebesar 2,11%. Angka tersebut 

menggambarkan bahwa Pajak Parkir masih sangat kurang berkontribusi dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. 

Berdasarkan data di atas, maka disimpulkan bahwa tingkat kontribusi pajak 

parkir di Kota Palembang masih terbilang sangat kurang, sebab pada setiap 

tahunnya tingkat kontribusi persentasenya kurang dari 10% yang sesuai dengan 

kriteria kontribusi pajak parkir. Dengan demikian, kinerja Bapenda Kota 
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Palembang dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir 

agar lebih ditingkat kembali. Oleh sebab itu, perlu adanya optimalisasi dari 

penerimaan pajak parkir melalui berbagai upaya agar mampu meningkatkan 

jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir.  

Pihak Bappenda Kota Palembang (Dian, 2022) menjelaskan bahwa dalam 

mengoptimalkan penerimaan pajak parkir, maka yang dilakukan Bapenda Kota 

Palembang memungut pajak parkir sesuai dengan sistem pemungutan pajak yaitu 

self assessment system yang berarti memberikan wewenang kepada wajib pajak 

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak 

harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya 

kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur 

perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. 

Kemudian upaya yang dilakukan Bapenda Kota Palembang adalah melaksanakan 

sampling dan melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. 

Sampling pajak adalah proses dimana mengkaji ulang suatu data wajib 

pajak agar benar-benar dapat sesuai dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan di 

Bapenda Kota Palembang. Sampling pajak ini dilakukan Ketika wajib pajak 

mengalami kendala dalam pembayaran pajak. Tujuan sampling pajak parkir 

adalah untuk mendata wajib pajak parkir yang bermasalah sehingga nantinya 

penerimaan pajak parkir yang diterima oleh Bapenda Kota Palembang dapat 

optimal (Rully, 2023). 

Di Kota Palembang, banyak sekali tempat yang menyediakan lahan parkir 

seperti rumah sakit, hotel, mall, pasar, dan restoran. Hal inilah yang membuat 

pajak parkir di Kota Palembang mempunyai potensi yang sangat besar jika 

dikelola dengan benar cara pemungutan pajaknya. Menurut petugas penjaga parkir 

di RSUD Siti Fatimah Kota Palembang (Mardiansyah, 2023) bahwa pendapatan 

dalam 1 hari bisa mencapai ± Rp. 3.500.000,00 dengan jumlah kendaraan ± 500 

kendaraan baik motor maupun mobil di hari kerja, untuk akhir pekan biasanya 

mendapat lebih sedikit dari hari kerja. Nantinya uang yang didapatkan dari hasil 

pendapatan parkir seluruhnya disetor ke perusahaan kemudian setiap awal bulan 

perusahaan akan membayar pajak parkir di Bapenda Kota Palembang. Nantinya 

hasil pajak parkir yang telah disetorkan ke Bapenda Kota Palembang akan 

digunakan untuk pembangunan yang ada di Kota Palembang seperti infrastruktur 

dan fasilitas umum. Pajak tersebut nantinya akan digunakan pemerintah untuk 

membiayai anggaran pembangunan baik dari fasilitas umum maupun kegiatan 

sosial di masyarakat. 

Dalam hal pemungutan pajak parkir, seringkali menemui berbagai kendala 

hal ini juga terjadi dalam proses pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan oleh 

Bapenda Kota Palembang. Menurut Bapak Dian Satya Yudha ST. MM 

mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi Bapenda Kota Palembang dalam 
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pelaksanaan pemungutan pajak parkir adalah wajib pajak tidak taat terhadap 

aturan yang sudah berlaku menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 

Tahun 2018. 

Dalam pembahasan perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang 

benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam silam itu sesungguhnya 

bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari Syari’at yaitu Al-Qur’an dan 

As-Sunnah. Adapaun tujuan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut: (Sharif, 2012) 

1) Mencapai Falah 

2) Pembagian yang adil dan merata 

3) Keberadaan kebutuhan dasar yang baik 

4) Tegaknya keadilan sosial di lingkungan hidup 

5) Mengutamakan sistem persaudaraan dan persatuan 

6) Mengembangkan moral dan material 

7) Perputaran harta 

8) Hilangnya eksploitasi 

Menurut perspektif ekonomi islam bahwa kontribusi pajak parkir dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang telah sesuai dengan 

nilai-nilai ekonomi islam, karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan nilai-

nilai islam, seperti adanya unsur keadilan, pertanggung jawaban, transparansi dan 

keterbukaan. Serta manfaat dari pengumpulan pajak parkir tersebut langsung 

dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta fasilitas 

lainnya.  

Pajak Daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan fungsinya 

yakni fungsi anggaran yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan 

pembangunan daerah, fungsi mengatur yang digunakan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang dimiliki pemerintah daerah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta 

fungsi stabilitas yang membantu pemeintah untuk menstabilkan harga barang dan 

jasa. Pemerintah Kota Palembang mengatur  realisasi anggaran sesuai dengan 

porsi kebutuhan masing-masing sehingga dalam pengelolaan pajak daerah di Kota 

Palembang terdapat unsur keadilan (Ari, 2023). 

Dalam hal pemungutan pajak daerah di Kota Palembang tidak dibeda-

bedakan dalam hal ras, suku, maupun agama semuanya sama dimata hukum untuk 

tetap menjalankan kewajiban membayar pajak sesuai dengan kriteria pajak 

masing-masing. Bahkan jika ada salah satu wajib pajak di Kota Palembang yang 

tidak taat dalam membayar pajak, Bapenda akan melakukan sampling kepada 

wajib pajak tersebut sehingga nantinya tidak ada kecemburuan sosial antara 

sesame wajib pajak (Yurlian, 2023). 

Dalam pengelolaan hasil Pajak Daerah di Kota Palembang, tentunya setiap 

akhir bulan maupun akhir tahun selalu dilakukan rekonsiliasi untuk mengecek 

kemana saja alokasi keuangan dari hasil Pajak Daerah apakah sudah sesuai dari 
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perencanaan yang telah dibuat. Nantinya setiap akhir bulan maupun tahun akan 

dibuat laporan pertanggung jawaban pada setiap perencanaan yang telah dibuat 

dengan cara rekonsiliasi atau pencocokan atas informasi catatan transaksi guna 

untuk memastikan apakah aliran dana yang telah direncanakan telah sesuai 

dengan apa yang telah dibuat sehingga nantinya laporan pertanggung jawaban atas 

pengelolaan pajak daerah Kota Palembang dapat berjalan dengan baik. 

 Pengelolaan uang pajak daerah di Kota Palembang harus dibuat 

setransparan mungkin sehingga nantinya tidak ada penyelewengan dana dari 

pemungutan pajak daerah di Kota Palembang. Untuk pengelolaan pajak daerah 

yang dilakukan di Bapenda kota Palembang sudah sangat terbuka dan transparan 

baik dalam hal pemungutan dan pengelolaannya. Jika ada pihak yang ingin 

melihat realisasi jumlah pendapatan pajak daerah kota Palembang dapat dilihat di 

kantor maupun website Bapenda Kota Palembang. Hal ini dilakukan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dengan pihak terkait. 

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan 

maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi 

yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah 

terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat.  

Pajak menurut syariah yang secara etimologi dalam bahasa arab disebut 

dengan Dharabah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, 

menerangkan atau membebankan dan lain-lain. Menurut Abdul Qadim Zalum 

pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada kaum muslim untuk 

membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas 

mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ harta (Qadim, 2002). 

Secara umum, dasar hukum mengenai pajak baik di dalam nash alqur’an 

maupun hadist tidak tertuang dengan jelas, karena pajak adalah hasil ijtihad dan 

pemikiran dari sahabat yang mengacu pada kemaslahatan umat. Di dalam Islam 

tidak dibenarkan jika harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan 

masyarakat. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer tidak bersifat 

kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. 

Ketika baitul mal sudah ada isi dan cukup  maka kewajiban pajak bisa 

dihapuskan. 

Di dalam kitab zallum, terdapat 5 unsur pokok yang merupakan unsur penting 

yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu : 

1) Pajak diwajibkan oleh Allah SWT. 

2) Objek pajak adalah harta (al-maal) 

3) Subjek pajak adalah kaum muslim yang kaya (ghaniyyun) saja dan non-

muslim tidak termasuk. 

4) Tujuan pajak hanya untuk membiyai kebutuhan kaum muslim saja. 
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5) Pajak diberlakukan hanya ketika adanya kondisi darurat (khusus) yang akan 

diatasi oleh ulil amri. 
Pemungutan pajak yang berfungsi untuk meningkatan pendapatan asli 

daerah dalam ekonomi Islam memiliki beberapa bentuk sistem pemungutan pajak 

seperti jizyah, kharaj, fa’i, ushr dan zakat. Oleh karena itu, hukum untuk 

memungut pajak di masyarakat dalam Islam adalah boleh karena hasil dari 

pemungutan pajak tersebut melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.   
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan tentang 

Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Kota Palembang 

1. Rata-rata kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Palembang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah 2,57%. 

Tingkat kontribusi Pajak Parkir di Kota Palembang menunjukan sangat 

kurang, sebab pada setiap tahunnya tingkat persentasenya hanya <10% saja 

yang sesuai dengan kriteria kontribusi Pajak Parkir. Angka tersebut 

menggambarkan bahwa Pajak Parkir sangat kurang berkontribusi dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. 

2. Pajak dalam Islam disebut dengan Dharibah Yang berarti kewajiban setelah 

zakat yang diwajibkan oleh ulil amri. Pajak merupakan salah satu unsur 

pendapatan daerah yang digunakan oleh penguasa untuk membiayai 

penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Di dalam 

penerapan pemungutan pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang 

senantiasa menerapkan prinsip keadilan, pertanggung jawaban, tranparansi 

dan keterbukaan serta melibatkan peranan dari masyarakat. Karena 

pemungutan pajak dilakukan guna mewujudkan Maqashid Syariah 

(kemaslahatan bagi seluruh umat) dari pembiayaan sektor pajak. 

Berkaitan dengan hal itu, penulis memberikan saran agar Pemerintah dapat 

Memperhatikan kontribusi Pajak Parkir yang masih dikategorikan sangat kurang 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, kepada 

Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang diharapkan untuk dapat meningkatkan 

pemungutan Pajak Parkir setiap tahunnya, sehingga akan semakin meningkatkan 

sumber pendanaan untuk pembangunan daerah. Diharapkan kepada peneliti-

peneliti selanjutnya lebih mendalami Ekonomi Islam khusus pajak agar proses 

pemungutan pajak dapat berjalan sesuai syariat Islam, tanpa adanya kecurangan 

dan ketidakadilan dari salah satu pihak. 
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